
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.190, 2017 KEMENHUB. Tarif Angkutan Barang. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 7 TAHUN 2017  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG  

DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN  

PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

10 Tahun 2016 telah diatur ketentuan mengenai tarif 

angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan 

kewajiban pelayanan publik (public service obligation);  

   b. bahwa dalam pelaksanaannya telah dilakukan 

penyesuaian trayek baru untuk mendorong efektifitas dan 

mengurangi disparitas harga di wilayah Indonesia bagian 

Barat dan Indonesia bagian Timur;   

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 

2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam 

Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public 

Service Obligation); 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5884); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk 
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Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 221); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 

Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban 

Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 

2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam 

Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public 

Service Obligation) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 91); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN 

BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN 

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE 

OBLIGATION). 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di 

Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik 

(Public Service Obligation) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

(1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka 

pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public 

Service Obligation), ditetapkan sebagai berikut: 

a. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk dry 

container dengan ukuran 20 (dua puluh) feet 

adalah rupiah/box; 

b. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk 

reefer container dengan ukuran 20 (dua puluh) 

feet adalah rupiah/box dan ditetapkan sebesar 

1,5 kali dari tarif dry container; dan 

c. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk 

barang umum (general cargo) adalah 

rupiah/ton/m3. 

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

ketentuan:  

a. sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat 

barang dari lapangan penumpukan pelabuhan 

asal sampai dengan lapangan penumpukan 

pelabuhan tujuan; 

b. tidak termasuk biaya lapangan penumpukan di 

pelabuhan, iuran asuransi muatan, dan 

pungutan pelabuhan yang berlaku untuk 

barang masuk dan keluar pelabuhan. 

(3) Besaran tarif dasar angkutan barang di laut dalam 

rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik 
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(Public Service Obligation) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

a. tarif dasar untuk dry container sebesar                   

Rp4.543,88/mile per teus (empat ribu lima 

ratus empat puluh tiga delapan puluh delapan 

rupiah); dan 

b. tarif dasar untuk general cargo sebesar              

Rp206,87/mile per ton (dua ratus enam 

delapan puluh tujuh rupiah). 

 

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2A 

Ketentuan tarif angkutan barang di laut dalam rangka 

pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service 

Obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku 

untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik 

(Public Service Obligation) yang dilakukan melalui 

mekanisme pelelangan umum maupun penugasan. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 

Januari 2017. 
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